BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindakan Penegakan hukum terhadap pelaku lllegal fishing di
wilayah Indonesia dilakukan sesuai proses peradilan Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
dilakukan Penyidikan oleh Penyidik yang terdiri dari PNS
Perikanan, TNI AL, POLISI hal ini dijelaskan dalam Pasal 73 ayat
(1). Proses selanjutnya adalah penuntutan setelah itu pemriksaan
di persidangan. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku illegal
fishing diatur dalam pasal 84 sampai Pasal 101. Yang mana pidana
penjara paling lama 8 tahun penjera dan denda. Awak kapal dapat

dipidana penjara dan atau di deportasi ke negara asalnya.

2. Indonesia mengambil tindakan tegas dalam dalam penegakan
hukum di wilayah Perikanannya, berdasarkan pasal 69 ayat (4)
Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dimana
dapat melakukan tindakan peledakan atau penenggelaman sesuai
denga prosedur sistem peradilan yang berlaku dan tindakan ini
dilkukan sebagai tindakan penjeraan kepada negara lain pelaku
illegal fishing di Indonesia. Dan hal ini juga tdak bertentangan

dengan UNCLOS karena didalamnya mengatur bahwa setiap
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negara pantai mempunyai kedaulatan wilayah perairan, ini
dijelaskan dalam pasal 2 UNCLOS. Maka dari itu Indonesia bebas

menentukan kedaulatannya sendiri.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan

beberapa saran sebagai berikut:

1

2.

. Menindak tegas seluruh pelaku illegal fishing di wilayah perairan

Indonesia tanpa melihat faktor-faktor tertentu seperti hubungan
baik antara negara

Sebaiknya Pengadilan Perikanan dibentuk di tiap-tiap daerah di
bawah Pengadilan Negeri di masing-masing daerah sehingga

penanganan dapat lebih efektif terhadap tindak pidana perikanan
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